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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasarg kuat
bagi kehidupan manusia karena adanya beberapayaitgj tinggi dan
beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia iméncapai kehidupan
yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan danip@aygan. Adapun
tujuan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 merbehkeluarga
yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: “Pe&avialah ikatan
lahir batin antara seorang pria dengan seorangtavaebagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) parbahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esaadi perkawinan
merupakan perikatan keagamaan karena akibat hulauadatah mengikat
pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin gabasuami isteri
sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsuryahitetapi juga
unsur batiniyah.

Kemudian, dilihat dari segi hukum perkawinan itu rapakan
suatu perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam rdrgsurat An Nisa’

(4): 2, yang esensinya perkawinan adalah “perjanji@ng sangat kuat”,

39.

!Abdul Aziz Muhammad AzzamfFigih Munakahat Cet.1, Jakarta: Amzah, 2009, him.

“Departemen Agama RlJndang-Undang No. 1 Tahun 19fHn.5. Sedangkan dalam

KHI pasal 4 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adaintuk membentuk keluargskinah,
mawaddah dan rahmahlm.180.



yang disebut dengan istilamfistaagan ghaliizhan® Selain itu, sebagai
alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan itu mkampasuatu
perjanjian karena adanypertama,cara mengadakan ikatan perkawinan
telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan akadmikan rukun dan akad
tertentu. Kedug cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawina
juga telah diatur sebelumnya, yaitu dengan prostdak, kemungkinan
fasakh syigaq dan sebagainy4.

Dari makna perkawinan tersebut, maka perkawinaaktidaja
identik dengan pesta dan bulan madu, melainkaru sysdya perpaduan
jiwa antara dua insan yang telah menjadi suamriisdéamun dalam
kenyataannya untuk membina suatu perkawinan yahggdiea tidaklah
mudah, bahkan sering kehidupan perkawinan kandatergjah jalan.
Bukannya kebahagiaan atau ketenangan yang dipedoldalam rumah
tangga, tetapi yang sering terjadi adalah perteaglaSehingga hidup
bersama tidak lagi mendatangkan kedamaian dan &glaam, bahkan
sebaliknya selalu cekcok, menimbulkan penderitaan klesengsaraan.
Karena itu Islam, selain memerintahkan untuk medmaedi kelanggengan
perkawinan, juga membuka jalan untuk keluar dasbjf@m rumah tangga
yang tidak bisa terselesaikan dengan memberi ruamgk adanya
perceraian, bila memang tidak ditemukan jalan plesgegan yang lain.

Perceraian ini merupakan peluang kecil, yang akpargunakan hanya

3sayyid Sabiqg,Figih Sunnsah4, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta:
Cakrawala Publishing, 2009, him. 2.

* Mohd. Idris RamulypHukum Perkawinan IslanSuatu Analisis Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bimi Aksara, 2004, him. 16.

®Hasbi IndraPotret wanita Sholehghlakarta: Penamadani, 2003, him. 221.



dalam keadaan sangat membutuhkan, ketika memangiasgaian
menyelamatkan perkawinan sudah terttup.

Agama Islam membolehkan adanya perceraian, tethmitbukan
berarti bahwa Islam menyukai terjadinya perceradalam suatu
perkawinan, akan tetapi Islam tetap memandangrbagsée suatu hal yang
bertentangan dengan asas-asas hukum [slaBagimanapun juga
perceraian merupakan hal yang tidak disukai oleHahAl SWT,

sebagaimana telah di jelaskan dalam hadis Nabi SAW:

@\@Jgh&\uumgwﬂ&;d@up;&\ng&@‘gs
B(aala cl s 2918 g3l o) 9) (&l A ) JDlad)

Artinya:"Dari Ibnu Umar ra.a. ia berkata, Rosululloh SAWetsabda:

“Sesuatu yang halal, tetapi dibenci Allah adalatatd. (H.R. Abu
Dawud. Ibnu Majah)

Melihat hadits tersebut telah terlihat bahwa talakrupakan
sebuah perkara yang paling dibenci oleh Allah npeskihalal, hamun
talak dapat dijadikan jalan terakhir dari penyamsgpersoalan rumah
tangga yang dijatuhkan hanya dalam kondisi terpaetalah melewati
berbagai upaya. Karena itu, seharusnya dilakukagatesangat hati-hati
dan penuh pertimbangan, agar tidak menimbulkan latasdaru

sesudahnya. Namun tidak jarang terjadi seseorangjatubkan talak

®Himpunan Makalah Pendukung Bahan ljtima Ulama Korfistwa Se-Indonesia IV

2012,Solusi Hukum Islam Terhadap Masalah Keutamaan damaligsaanhim. 166.
'Sumiyati,Hukum Perkawinan dan Undang-undantpgyakarta: Liberty, 1986, him. 95.
8Abu Dawud,Sunan Abi DawudBeirut: Dar al-Fikr, t.th., him. 178.



dengan tergesa-gesa dan karena sebab-sebab yaelg, sephingga
dijatuhkan tanpa perhitungan dan tidak mengikutiaat’

Perceraian menurut hukum agama Islam yang telabsidian
dalam pasal 38 dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974telah dijabarkan
dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 serta fasahipai dengan pasal
36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpetaksanaan UU
No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutngingkat PP No. 9
Tahun 1975), mencakugertama “cerai talak”, yaitu perceraian yang
diajukan permohonan cerainya oleh dan atas irfismiami kepada
Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berladserta segala
akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatédigkrarkan) di depan
Pengadilan Agam&edua “cerai gugat”, yaitu perceraian yang diajukan
gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteriakipPengadilan Agama,
yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segalt@takukumnya sejak
jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah meyaputekuatan

hukum yang tetap’

Talak secara umum adalah pemutusan tali perkawinan.
Perceraian dapat terjadi dengan segala cara yangunjuikan
berakhirnya hubungan suami isteri, baik dinyataki@mgan kata-kata,

dengan surat kepada isterinya, dengan isyarat a@hg yang bisu atau

*Himpunan Makalah Pendukung Bahan ljtima Ulama Korfistwa Se-Indonesia IV
2012,Solusi Hukum Islam Terhadap Masalah Keutamaan Delpakigsaanhim. 177.

19 Muhammad Syaifuddin, dkidukum PerceraianJakarta: Sinar Grafika, 2013, him. 7.

Y5yaikh Hasan AyyubFikih Keluarga Jakarta: Al-Kautsar, 2001, him. 247.



dengan mengirimkan seorang utusarKarena berbagai alasan banyak
orang menjatuhkan talak tanpa menghiraukan ketentyeng telah
ditetapkan oleh agama maupun perundang-undangamitdapat disebut
dengan talak di luar pengadilan. Talak ini serieigatdi karena kurangnya
pengetahuan masyarakat mengenai prosedur perceyailag ada di

pengadilan.

Meskipun dalam prakteknya, Al-Qur'an dan hadis kideengatur
secara terperinci tentang tata cara talak, makardahasalah ini banyak
perbedaan di antara para ulath&da ulama yang memberikan aturan
ketat mengenai aturan talak seperti harus ada atksiharus dilakukan di
depan hakim. Tapi ada pula yang ringan tentangaatt@lak, seperti
pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa mergatublak dengan

alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karenatiala#talah hak suami.

Sedangkan dalam hal talak, pemerintah telah begpatdahwa
untuk menjaga agar aturan syariah dapat berjalagagebaik, maka talak
tidak dapat dilakukan dengan secara sembarangaendkadapat
menimbulkan dampak negatif, dan melalui UU No. Huta1974 tentang
perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, perceraiaruf dilaksanakan
di depan sidang pengadilan. Namun, di tengah malsgarmasih

ditemukan adanya praktik perceraian yang tidak mketigaturan hukum

25ayyid SyabigFikih Sunnah8, Penerjemah: Moh Thalib, Bandung: Alma’arif, 1989
him. 27-28

13 Mejelis Ulama Indonesialjtima’ Ulama Komisi Fatwa MUl Se-Indonesia ,IV
Cipasung, 2012, him. 1.



tersebut yang sering disebut dengan talak di leagadilan. Hal ini terjadi
karena masyarakat mengetahui bahwa pendapat nzsyoldama dalam
literatur figih tidaklah mengharuskan talak dilakak melalui sidang

pengadilan.

Sekalipun talak di luar pengadilan dianggap sahumgrhukum
Islam, namun ketentuan talak yang dilakukan di dgmengadilan bukan
berarti membuat hukum baru, tapi hanya sebatasndatagka upaya
menertibkan kehidupan dan mewujudkan kemaslahataum, dan
menghindarkan seseorang dari mafsadat atau madh&@abab banyak
dampak negatif yang akan ditimbulkan jika terjadiak di luar pengadilan,
diantaranya, terabaikannya hak-hak isteri yang rdiceseperti uang
mut’ah, nafkah iddahpembagiaan harta bersama, dan kesulitannya untuk
menikah lagi dikarenakan tidak mempunyai suratic&asamping itu
terkait juga dengan hak pengasuhan dan pembiayidap Anak setelah
bercerai, dan masih banyak lagi permasalahan yapatditimbulkan
akibat talak di luar pengadilan. Hal ini menjadikeitul mencoba untuk

membahas masalah talak di luar pengadilan.

Adapun Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan waddéau
majelis yang menghimpun para ulamaamadan cendekiawan muslim
Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-ldnglanat Islam

Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majdama Indonesia

“Himpunan Makalah Pendukung Bahan ljtima Ulama Korfistwa Se-Indonesia IV
2012,Solusi Hukum Islam Terhadap Masalah Keutamaan Deloaikigsaanhlm. 177.



berprinsip bahwa, seseorang tidak wajib terikatapsalah satu mazhab,
tetapi berpegang kepada dalil (sumber hukum) yaladp tdisepakati oleh
jumhur, yaitu al-Qur’an, Sunnah/Hadits, ljma’, 8ydan dalil-dalil lain
yang dipandang relevan, serta prioritas utama yatigadikan
pertimbangan pengambilan keputusan adalah kemé#stahamum
(khususnya dalam hal-hal kemaslahatan yang menyargipentingan

orang banyak}®

Setelah penulis mengetahui prinsip Majelis Ulamaofresia,
penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang peatdpajelis Ulama

Indonesia terkait dengan talak di luar pengadilan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengamatiasa dalam
tentang pendapat Majelis Ulama Indonnesia IV demgdml “ ANALISIS
FATWA IJTIMA® ULAMA MAJELIS ULAMA INDONESIA [V

TAHUN 2012 TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN “.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kapadi atas,
maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yagadn objek
kajian dalam penulisan ini, yaitu:
1. Bagaimana latar belakang fatwa ljtima’ Ulama Majé&lilama Indonesia IV

tahun 2012 tentang talak di luar pengadilan ?

®Ahmad Taqwim,Hukum Islam Dalam Perspektif Pemikiran Rasionaladisional,
FundamentglSemarang: Walisongo Press, 2009, him. 87.



. Bagaimana istinbath hukum yang digunakan oleh dtitdlama Majelis
Ulama Indonesia IV tahun 2012 tentang talak di pergadilan?
. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan oleh putuj@ama’ Ulama

Majelis Ulama Indonesia IV tahun 2012 tentang talekiar pengadilan?

. Tujuan Dan Manfaat Penilitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuannganglicapai
oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai lberik
. Untuk mengetahui latar belakang fatwa Majelis Uldnmdonesia IV tahun
2012 tentang talak di luar pengadilan terkait dentgga cara talak dalam
undang-undang perkawinan No. 1 Th 1974 dan KHI.
. Untuk mengetahui istinbath hukum yang digunakarh dajelis Ulama
Indonesia IV tahun 2012 tentang talak di luar peliiga.
. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dartusan Majelis
Ulama Indonesia IV tahun 2012 tentang talak di peargadilan.
Sedangkan manfaat penulisan skripsi adalah:
. Secara teoritis, menambah wawasan keilmuan danakesan dalam
masalah yang berhubungan dengan tata cara talak.
. Secara praktis, memberikan kontribusi pemikiraragabbahan pelengkap
dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususreyagemai talak di luar

pengadilan.



D. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentangligan yang
telah dilakukan oleh penulis sebelumnya yang adaumgannya dengan
penulis yang akan dilakukan. Pustaka ini dapatg@ehuku-buku, jurnal
ilmiah, hasil penulisan, skripsi, tesis, disertdan karya tulis ilmiyah
lainnya®

Adapun tujuan dari telaah pustaka ini supaya tigajadi plagiasi
dan sebagai sumber referensi. Maka yang telah igemeiusuri dan
dapatkan adalah beberapa skripsi diantaranya:

Skripsi Ma'rifatul Mukaromah (210309§ Fakultas Syari'ah IAIN
Walisongo Semarang dengan jud@&tudi Analisis Putusan Pengadilan
Agama Pemalang No0.1579/Pdt.G/2006/Pa.Pml Tentangai Ciéhulu’
Tanpa lkrar Talak Di Depan Sidang Pengadilddalam skripsi tersebut
menjelasakan tentang perkara perceraian dengankhaldu’ yaitu suatu
gugatan yang diajukan istri dengan memberikeadl kepada suaminya
guna mengakhiri hubungan sebagai suami istri. Adapata cara
penyelesaian cer&hulu’ yaitu diatur dalam KHI pasal 148 ayat 4 dimana
apabila sudah ada kesepakatan arkadma belah pihak maka Pengadilan
Agama memberi penetapan tentang izin mgimi untuk mengikrarkan
talaknya di depan sidang pengadilan. Kemudian datamai khulu’,
seharusnya akan berakhir dengan tata cara ce@ taitu adanya

pengucapan ikrar talak dari suami kepada istri dermgemberikanwadl

*Tim Penyusun,Pedoman Penulisan SkripsFakultas Syariah IAIN Walisongo
Semarang tahun 2010, him. 10.
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di depan sidang pengadilan. Tetapi dalam perkara
N0.1579/Pdt.G/2006/PA.Pml di Pengadilan Agama Panggal masalah
ceraikhulu’ diputus tanpa adanya ikrar talak di depan sidangadilan

Skripsi Muslihuddin (2101122) Fakultas Syari’ah MAWalisongo
Semarang dengan juduDampak Perceraian di Bawah Tangan (Studi
Kasus di Desa Tegal Mulya Kecamatan Krangkeng Katarplndramayu
Jawa Barat) Dalam skripsi tersebut dikaji masalah pada alasanstitus
hukum perceraian di bawah tangan, skripsi ini mmapylkan bahwa
alasan terjadinya perceraian di bawah tangan kaaelaaya kecepatan,
keringanan biaya, serta sebagai perceraian alierSatdangkan status
hukumnya adalah sah menurut hukum normatif dark tekh menurut
hukum negara.

Skripsi Fifin Niya Pusyakhois (052111024) Fakultdgari’ah
IAIN Walisongo Semarang dengan judulinjauan Hukum Islam
Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan dan ImplikasinyBerhadap
Masyarakat Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupatendal.
Skripsi tersebut membahas mengenai kajian masalktorf terjadinya
penyebab perceraian di luar pengadilan yang tegadiesa Penaruban
Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal dan alasan mengagsyarakat
melakukan talak di luar pengadilan. Yaitu karenangd legalitas hukum
agama di atas hukum negara serta adanya faktdr sata pihak pergi

meninggalkan pihak lain tanpa diketahui keberadgandalam waktu
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yang lama. Dengan demikian penulisan yang akan ligetaksanakan,
menurut penulis akan berbeda dengan penulis yatahsada.

Skripsi Defrianto (04350028) mahasiswa Universitgiam Negeri
Sunan Kalijjaga Yogyakarta dengan berjuddPandangan Tokoh
Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agaf@tudi di Jorong
Sittung Kenagarian Sittung Kec. Sittung Kab. Dhagymaya ) Dalam
skripsi tersebut membahas mengenai faktor penyedrgdinya talak di
luar sidang Pengadilan Agama serta tujuan hukumamisitentang
pandangan masyarakat di Jorong Kenagarian Sittie Rittung Kab.
Dharmasyraya.

Dalam penulisan pertama menjelaskan tentdndu’ berdasarkan
putusan Pengadilan, sedangkan penulisan kedua laskge tentang
perceraian di tempat yang berbeda, adapun penW{estzga menjelsakan
tentang perceraian di luar pengadilan menurut hukalam, sedangkan
penulisan keempat menjelaskan tentang perceraialuadi Pengadilan
menurut pandangan tokoh masyarakat.

Dari beberapa telaah pustaka di atas, jelas balewalipan yang
dilakukan tidak sama dengan skripsi yang dibahabk gplenulis. Sebab,
obyek yang penulis bahas adalah talak di luar gditen berdasarkan
putusan MUI. Untuk itu, penulis mencoba untuk mejigkermasalahan

ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.



12

E. Metode Penulisan

Skripsi ini merupakan suatu penulisan kualitatif. rBana kata
“kualitas” menunjuk pada segi alami&hSehingga bisa diartikan sebagai
penulisan yang mengungkap keadaan yang bersifaticdla Atau dalam
pengertian lain, penulisan kualitatif adalah jengenulisan yang
menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapapadi¢diperoleh)
dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik deagan cara-cara
lain dari kuantifikasi (pengukuran§.

Sedangkan dilihat dari segi tempatnya, penulisateimasuk jenis
penulisan kepustakaahbfary research), di mana data-data yang dipakai
adalah data kepustakaan dan bukan diperoleh dpaindmn. Berikut
adalah data-data dan metode-metode yang digunakam ghenulisan ini :
1. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapablidip®
Karena penulisan ini merupakan studi terhadap hdaii suatu
pemikiran, maka data-data yang dipergunakan adtthpustaka. Dan

data ini terdiri atas dua macam, yaitu data pridasaer data sekunder.

YL exy J. MoleongMetodologi Penulisan Kualitatifcet. XVII, Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya, 2002, him. 2.

BAnselm Strauss, Juliet CorbirDasar-dasar Penulisan KualitatiSurabaya : PT. Bina
lImu, 1997, him. 11.

Suharsimi ArikuntooProsedur Penulisan Suatu Pendekatan Prakliéarta: Reneka
Cipta, 2010 him. 102.
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a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langslargpihak
pertama yang berkaitan dengan penulisan ini. D& giamer ini adalah

hasil fatwa ljtima’ Ulama Majelis Ulama IndonesVa Tahun 2012.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dergaa
mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaityanelata primer.
Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dadatok dokumen
atau artikel. Data sekunder ini menjadi pelengkapuki membantu
penulisan skripsi. Jadi, data ini bukan berasal fd&va Majelis Ulama
Indonesia akan tetapi berasal dari berbagai dokwmérk memberikan
penjelasan-penjelasan terkait dengan pokok peratamalyang penulis
angkat.

Sumber data sekunder berguna sebagai pendukung akary
penulis gunakan dalam membandingkan maupun melpngkanber
data primer, dan hal ini buku-buku bacaan darditetliteratur lain yang
membahas permasalahan ini bisa digunakan penuliguk un
membandingkan atau melengkapi sumber data primer.

2. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematikstiandar
untuk memperoleh data yang diperluk&rDalam penulisan skripsi ini,

penulis melakukan pengumpulan data lewat studi geemulisan

211.

2Moh. Nazir, Metode Penulisanget. Il Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 198Bn.h
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kepustakaan. Yang mana data ini berasal dari buku-lyang berkaitan
dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.
b.Wawancara [nterview)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpai@n d
dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atalbungan pribadi
antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumbma d
(respondenj! Wawancara ini bertujuan sebagai data penguat atau
pendukung, yang di mana jenis data ini termasuandadata sekunder.
Narasumber yang akan di wawancarai adatsiponden yaitu salah satu
anggota MUI damakim Pengadilan Agama Kota Semarang.

3. Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan penulisargbersifat
“deskriptif” yaitu penelitian yang berusaha untukmturkan pemecahan
masalah yang ada sekarang berdasarkan data-datmetgrajikan data,
yang berusaha menggambarkan mengenai masalahutgfsbtetode ini
digunakan untuk memahami pendapat dan istinbatirhu@ang dipakai
oleh Majelis Ulama Indonesia tentang talak di jp@angadilan.

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh igeadhlah
dengan mendeskripsikan, menganalisis dan menilta gang terkait
dengan masalah di atas baik yang berkaitan dengadapat maupun

dasar hukum yang dipakai.

“Rianto Adi,Metodologi Penulisan sosial dan Hukudakarta: Granit, 2004, him. 72.
?Cholid Narbuko,Abu AchmadiVetode PenelitianJakarta: Bumi Aksara, 2009, him.
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F. Sistematika Penulisan
Untuk dapat memberikan gambaran secara luas danudadkan
pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dgsiskri, maka
penulis memberikan penjelasan secara garis besatiaj@m skripsi ini

dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai beriku

Bab | : Pendahuluan.

Dalam bab pertama ini merupakan abstraksi darillesen isi
skripsi dan bentuk penulisan yang meliputi: latalakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulis, &injgaustaka, metode

penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skrips

Bab Il : Tinjauan Umum Tentang Fatwa dan Talak.

Dalam bab ini memaparkan tinjuan umum tentang fataratalak.
Bab ini akan menyajikan tentang pengertian, kedadwan dasar hukum
fatwa, dan pengertian, dasar hukumy talak, macacamatalak, rukun
dan syarat talak, hikmah talak, pendapat ulamangntalak dan tata cara

talak dalam undang-undang No. 1 Th 1974 dan KHI.

Bab Il : Fatwa ljtima’ Ulama Majelis Ulama Indonesia IV Tahun

2012 Tentang Talak Di Luar Pengadilan.

Pada bab ketiga ini memaparkan sekilas tentangl pcfl, latar
belakang fatwa Ijtima’ Ulama dan metode istinbatbhkum yang

digunakan ljtima’ Ulama MUI IV tahun 2012 tentanglak di luar
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pengadilan, serta akibat hukum yang ditimbulkars giatusan Ijtima’

Ulama MUI tentang talak di luar pengadilan.

Bab IV : Analisis Terhadap ljtima’ Ulama Majelis Ul ama Indonesia
IV Tahun 2012 Tentang Talak Di Luar Pengadilan.

Bab keempat ini berisi tentang analisis latar keetg fatwa dan

istinbath hukum yang digunakan Ijtima’ Ulama MUl l&hun 2012

tentang talak di luar pengadilan serta akibat hukamng ditimbulkan dari

fatwa Iljtima’ Ulama MUI.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini berisikan; kesimpulan, saran seritikkrdaftar

pustaka.



